
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR TAHUN 2020 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAH1VIAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

2014 ten*.ng Pernerint.h.n naer.h Pas.1 104; 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota 
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Penda.patan dan Belarija Daenth (APBD) -y-ang diaralcan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan 
perwujudan dan i Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum 
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 
yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD 
pada tanggal 24 bulan Agustus tahun 2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nciner 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perhnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan. Badan Layanan Umum sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
pemenla Ke, a rIga Rnda T .nya TIaaian  T Tap irra  (T prraha ran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
peSflrimhsa riga n .ernharari ra Relit thlik Ind nn sin 

Tatum 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perx.frgon Rofr:,,Tat naer.h, cion Iriforrri All__ 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan. Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 
incionesia Tabun 2010 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Aktmtansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

im.r.n.boron. Neg. ye, Repub,1;k. Inflonesi. Nornor 5165); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cata P&attitaii Dadfah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapat--. day'. P1 ii naer-h. Roricangan Per2.+.11-17. 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 525); 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber Dan i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
ce.harrairra art taol a 1 rl i ha 11 1-whivzrario 1a 1; 1-43-ro lrhiv el arrs era ri 
OM.. LOGL5CJLIJ11.11.1.11. 1...6,11.C.4.1 J. %AA /A. L/Cota LA.• 1.14,1 Cal./CA ILUCA.1.1 ILA, 1 CA.L%.LLLI164,4.,/ 15CA4, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dan i Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
upciltsionai (aelILU negara iwp u unit inuonesiu i an uu Lt./ 1 I 

Nomor 1067); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi xT"engajuari, Penyaluran, dan TiAIPOran 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 630); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
A A 

I-G11 r r clay 1AS 11.111all Juigd.i WI pci WA 1 1 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2007 Nomor 13); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAICYAT DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

dan 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH PRO VINSI KALIMANTAN SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2021. 
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Pasal 1 

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwaldlan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meluiputi 
perencan.aan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
Dertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencan.a keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
daerah. 

7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan 
arah hagi pemerintahan daerah dalarn penyusunan, pembahasan dan 
penetapan APBD. 

Pasal 2 

(1) APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 terdiri atas: 

a. pendapatan daerah; 

b. belanja daerah; dan 

c. pembiayaan daerah. 

(2) APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp5.526.165.272.537,00 (lima triliun lima 
ratus dua puluh enam milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh 
puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai 
berikut: 

a. Pendapatan Daerah Rp5.426.165.272.537,00 

b. Belanja Daerah Rp5.526.165.272.537,00 

Surplus /Defisit (Rp100.000.000.000,001 

c. Pembiayaan Daerah 

1 . Perterimnan Rp100.000.000.000,00 

2. Pengeluaran Rp00,00 

Pembiayaan Netto Rp100.000.000.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp00,00 
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Pasal 3 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp5.426.165.272.537,00 (lima triliun empat ratus dua puluh 
enam milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima 
ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang bersumber; 

a. Pendapatan Ash; 

b. Pendapatan transfer; dan 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 4 

(1) Pendapatan ash i daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
direncanakan sebesar Rp3.568.765.858.037,00 (tiga triliun lima ratus enam 
puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima 
puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan. 

d. Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp2.810.094.128.867,00 (dua triliun delapan ratus sepuluh milyar 
sembilan puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus 
enam puluh tujuh rupiah). 

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp42.368.639.000,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus enam puluh 
delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). 

Hasil pengelolaan k-ekayaan iiiiefith yang dipigahkan sebagaimana dimakaid 
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.600.000.000,00 (lima puluh 
satu milyar enam ratus juta rupiah). 

Lain-lain pendapatan ash i daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp664.703.090.170,00 (enam ratus 
enam puluh empat milyar tuiuh ratus tiga iuta sembilan puluh ribu seratus 
tujuh puluh rupiah). 

Pasal 5 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
- —1- TN..- 1 •70 1-7rIC C•7 07 nn 4- .....-. 

Wive' leanalUit 1 Se Debar . 00.1 0 . 0 / I .UVV,VV (Stall UMW! LIU Ull raLUs 

delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh 
puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp1.783.725.577.000,00 (satu triliun tujuh 
ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus 
tujuh puluh tujuh ribu rupiah). 

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah). 

(3) 
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Pasal 6 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 
huruf c direncan.akan. sebesar Rp73.673.837.500,00 (tujuh puluh tiga milyar 
enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima 
ratus rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan hibah; 

b. Dana darurat; dan 

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direnc:anakan sebesar Rp73.673.1137.500i00 (tujuh rniluh tiga milyar enam 

ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus 
rupiah). 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp0,00 (no! rupiah). 

A 
LA1111-/U111 pellUttpUlttll SCSUdI ucligan tLemiiLutui pCIaLLII ttll pC1 LUILItUlg-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp0,00 (no! rupiah). 

Pasal 7 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam 
Pa&al. 2 ayat (1) Iniraf 1-0 direficanakan Rp5.526.165.272.537,00 (lima triiiun 
lima ratus dua puluh enam milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh 
puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja operasi; 

b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan 

d. Belanja transfer. 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 
direfieafiakaii gebegar- R-0.551.238.037.303,00 (tiga ratus lifna 
puluh satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu tiga 
ratus tiga rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja bunga; 

d. Belanja subsidi; 

e. Belanja hibah; dan 

f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp1.542.125.325.640,00 (satu triliun lima ratus empat puluh dua 
milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus 
empat puluh rupiah). 
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Belania barang dan iasa sebagaimana dimaksud Dada avat (1) huruf b 
direncanakan sebesar 41.852.52-9.241.583,00 (satu triliun delapan rams lima 
puluh dua milyar lima rams dua puluh sembilan juta dua rams empat puluh 
satu ribu lima rams delapan puluh tiga rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp0,00 (no! rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp155.063.470.080,00 (seratus lima puluh lima milyar enam puluh 
tiga juta empat rams tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima rams dua puluh 
juta rupiah). 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
direficanakari sebesar Rp717.861.345.234,00 (tajut fatus tujuh belas muyar 
delapan rams enam puluh satu juta tiga rams empat puluh lima ribu dua 
rams tiga puluh empat rupiah.), yang terdiri atas: 

a. Belanja modal tanah; 

b. Belanja modal peralatan dan mesin; 

c. Belanja modal bangunan dan gedung; 

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan 

f. Belanja modal aset tidak berwujud. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp80.984.919.250,00 (delapan puluh milyar sembilan 
rams delapan puluh empat juta sembilan rams sembilan belas ribu dua rams 
lima puluh rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp102.879.703.663,00 (seratus dua milyar 
delapan rams tujuh puluh sembilan juta tujuh rams tiga ribu enam ratus 
enam puluh tiga rupiah). 

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp119.923.621.821,00 (seratus sembilan belas 
milyar sembilan rams dua putuil tiga juta enam rams dua puluh satu ribu 
delapan rams dua puluh satu rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp402.837.967.900,00 (empat rams 
dua milyar delapan rams tiga puluh tujuh juta sembilan rams enam puluh 
tujuh ribu sembilan rams rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp8.435.132.600,00 (delapan milyar empat *a t&* tiga 
puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu enam rams rupiah). 

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah). 

(3) 
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Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 
direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), yang terdiri 
atas belanja tidak terduga. 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 
direncanakan sebesar Rp1.207.065.890.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh 
milyar enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang 
terdiri atas: 

Belarija 1-)agi hasil; dart 

b. Belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hash l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp1.207.065.890.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh milyar enam 
puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam 
4. /1 -1- - Tl... 1 AA ninn "run AAA nn 

ru.sai ayat.1 ) iiurt.0 C U.Ifel 'Cat .1.11Kal 1 scuesar min vo uvv vvv UV V ,LO V tOefal US 

milyar rupiah), yang terdiri atas: 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 13 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), 
yang terdiri atas: 

a, $i sa lebi h perh itunga n a n gga ra n ta hiin a n gga ra n sebelpmnya 

b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hash penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. Penerimaan pinjaman daerah; 

C. 
A A ...... 
WIC' an, wan 

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 
(seratus milyar rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(4) Basil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 



- 10 - 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah). 

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah). 

Pasal 14 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pembentukan dan.a cadangan; 

b. Penyertaan modal daerah; 

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

d. Pemberian pinjaman daerah; dan 

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perandarig-undangart. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah). 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah). 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah). 

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah). 

(6) Pengeluaran pembiaran lainnya sesmai dengan ketentuan neraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah). 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 
rnengakibatkan tedadiriya sur-plusidefrsit sebesar Rp100.000.000.000,00 
(seratus milyar rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan direncanakan. sebesar Rp100.000.000.000,00 
(seratus milyar rupiah). 

Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 
aapat meaucuican pengeluaran yang peium tersema anggarannya aan/ ata.0 
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang 
selanjutnya dimas-ukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2021, dengan tata cara 
sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala 
daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada 
Pimpinan DPRD selanjutnya clisampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(7) 



(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 
biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

h Rislania riorzral, rarta hAreifat rrte•rtnrile-at dart ha.lartia rtcr hi.rcifat zra 
11.1,  • j 4.4.1.11.6 6.0%ot 4.P.114.4.11. 1.1.11....11.15.11.11.30,1.4 tAJI-Le, 160.6.1 1.3...1“..4.4.. 111, J At, 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan. Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan ini terdiri dan: 

(3) 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

T arnpirati ITT 5.55 

Ringkasan APBD yang Diklasifrkasi Menurut Kelompok dan 
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;. 

Rin.gkasan APBD yang Diklasifrkasi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

rrinar
tAS 
i PRT1  ASS A_tA_S 

trim, t  T in icarsasn.asi  perner;rit.h. Tv
. 
 Tlaer.t.th, 

 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan., Kelompok, Jenis 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil clan. Sub Kegiatan 
Beserta Keluaran; 

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan. Rancangan APBD; 

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD 
dan PPAS dengan Rancangan APBD; 

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 
prinritn qDaerah;  

Daftar Jurnlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah dan Aset Lain-Lain; 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

8. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

10. Lampiran X 

11. Lampiran XI 

12. Lampiran XII 

13. Lampiran XIII 
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14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

0,.,. ,..,.,.1 1 Q 
ra..:>ai .1.0 

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 19 
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Selatan tentang 
sebagai landasan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur dengan penempatannya dalam berita daerah. 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal :>& OeS.t1,noer JloJJ-o 

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR 

Ditetapkan di Banjarma in 
pada tanggal 28 Desember 2020

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 5 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (5-195/2020) 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN, 
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